WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang * a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Singkawang telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
jabatan fungsional perlu dilakukan penjabaran tugas
dan fungsi kelompok sub-substansi dan sub-
koordinator Jabatan Fungsional, Penetapan tugas dan
fungsi koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Singkawang;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan




10.

11.

12,

13:

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara




Menetapkan

14.

15.

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441
Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang
Tahun 2021 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf b, Pasal 19 dan Pasal 22, yang diangkat berdasarkan

penyetaraan

jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan

Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan

sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




(3)

(4)

(5)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat
fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 30
Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-

Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang

(3)

(4)

organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.




Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001
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